ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Mengingat

peningkatan produktivitas dan produksi komoditas
pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan
Pangan Nasional khususnya di Sumatera Selatan;

. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam

penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya
subsidi pupuk;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam  huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);



Menetapkan

4 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam
Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
Barang dalam Pengawasan;

5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.
210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan,
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/
PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/
SR.130/11/2012, tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2013;

8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se — Sumatera
Selatan.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Sumatera
Selatan

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang
berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan
tanaman secara langsung atau tidak langsung.
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Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa
secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan
hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

Pupuk Organik adalah pupuk vyang berasal dari
tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau  bagian
hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah
melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair,
dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau
mikroba, yang bermanfaat wuntuk meningkatkan
kandungan hara dan bahan organik tanah serta
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi
tanaman sesuali dengan status hara tanah dan
kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas
yang optimal dan berkelanjutan.

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan
vang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi
dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani
dan/atau petani di sektor pertanian.

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah
Pupuk Bersubsidi per Provinsi vyang dihitung
berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang
membidangi sektor pertanian di Provinsi.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET
adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh
petani/kelompok tani pada Penyalur Lini IV yang
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau
udang

Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman pangan atau
hortikultura dengan luasan tertentu.

Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia
yvang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan
rakyat luasan tertentu.

Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia
yvang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan
ternak dengan luasan tertentu.

Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia
yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan
dan/atau udang dengan luasan tertentu.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk
an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.

Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
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Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang
mempunyai kesamaan kepentingan dalam meman-
faatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama
meningkatkan  produktivitas usaha  tani dan
kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan
usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau
kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang
selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh
kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani
yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan
petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan
berimbang spesifik lokasi.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah
wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan
pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur

untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk
Kabupaten/Kota.

BAB 11
PERUNTUKEKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun,
peternak yang mengusahakan lahan dengan total
luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan
luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam
per keluarga.

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan
perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan
anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan
mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta alokasi pupuk
bersubsidi untuk Provinsi Tahun 2012.
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Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kebutuhan
setiap kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran
bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dirinci lebih lanjut berdasarkan kebutuhan
setiap kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan
sesual dengan kebutuhan setempat yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan paling lambat pada akhir bulan
Desember 2012.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh
petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau
udang berdasarkan RDKK.

Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat yang
membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan,
perkebunan, dan pembudidaya ikan dan/atau udang
wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani
untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani
dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat
petani di wilayahnya.

Pasal 4

Dalam hal kekurangan alokasi kebutuhan pupuk
bersubsidi di wilayah kabupaten/kota, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat
dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, antar waktu
dan antar sub sektor.

Realokasi antar kabupaten /Kota dalam wilayah Provinsi
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/
Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari
Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan
rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian setempat.

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/
Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak
mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi
pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa
alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi
bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelum-
nya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.



BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik
yvang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian.

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di
Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur
sebagai berikut :

a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini
IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah
tanggung jawabnya;

b. penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman
Mekanisme Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
Provinsi;

c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan jumlah
pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam
Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/
Walikota.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini
IV kepada petani atau kelompok tani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Pemerintah Kabupaten/Kota
melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai
dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk
bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat
petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan
penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh
Penyuluh.

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Penyalur
Lini IV kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas
yvang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota.



Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna
merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus,
yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin
ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani,
pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau
udang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi
dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan
pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk
bersubsidi sesuai HET.
(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg.
b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg.;
c. PupukZA = Rp. 1.400,- per kg.
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg.
e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(4) H pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun,
peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di
penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai

berikut :

a. Pupuk Urea = 50 Kg.
b. Pupuk SP-36 = 50 Kg.
c. PupukZA = 50 Kg.

d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg.
e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg.
BABV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari
Lini 1 sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.



Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantau-
an dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan
dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/
Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Penyuluh.

Pasal 12

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/
Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan
pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada
Gubernur secara berkala setiap bulan.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi
menyampaikan laporan  hasil pemantauan dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur secara
berkala setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan-
nya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

H—ATEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

10

Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2012 NOMOR 5t



ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
MENURUT JENIS DAN SEBARAN PERBULAN

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUMN ANGGARAN 2013

PROVINSI SUMATERA SELATAN {Dalam Ton)
Jumlah Kebutuhan per bulan (Ton)
No Jenis Pupuk
Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Okt Nov Des
1 Pupuk UREA 150.000,00 4,582 ,48 10.130,74 10.215,09 12.119,96 12,289,37 8.478,64 4.701,03 3.197,98 8.041,56 13.819,51 26.415,54 36.008,10
2 Pupuk SP-36 40.000,03 1.301,05 2.922,73 3.138,32 3.036,23 3.263,01 2.209,79 1.433,46 588,64 1.849,27 3.976,04 6.936,86 9.344 04
3 Pupuk ZA 10.000,93 520,90 1.510,13 742,71 886,29 841,72 1.445,25 375,05 348,29 361,17 445,13 1.150,59 1.373,71
4 Pupuk NPK 175.001,32 5.758,53 10.799,03 12.323,50 12.354,78 13.016,19 8.813,23 4.764,68 2.498,05 5.793,30 13,253,92 24.384,16 61.241,96
5 Pupuk Organik 27.000,00 625,32 1.302,08 870,75 3.870,77 2.147.20 297539 1.826,17 1.302,75 562,95 2.007,45 4.332,65 5.176,52




ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

_ E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA (Dalam Ton)
No Kabupaten/Kota Jumlah Kebutuhan per bulan (Ton)
Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Mopember | Desember
1 nm_man_w:m_ . o 0.27 N - N - . - - - - I B . _“_M.L1 -
2 | Musi Banyuasin 50,63 10.85 203 3.01 | 9.06 2.62 378 48 -1 027|  o40|  so2| 643
3 | Banyuasin 91.35 1.0 367 226 2211 8.44 7ot 7.9 6.10 os3| - 869 | 13.59
4 | ogan i 1817 053 225 | 146 | 202 2.55 136 | 027 053] 013 0.53 1.97 4,56
5 | ok | 1013 0.27 386|358 1207 348 13.23 | 786| 2185 1.92 1.59 14.36 17.25
6 | OKUTimur 144.53 080 620 2.75 n.22 | 1478 1548 597 750 |  wai| 67| 1936
7 | oku 2265 - 1.92 1.06 225 | 272| a4 - -1 - 166| 544 3.48
8 | OKU Selatan 7047 | - 580 259 | 1164|683 o7 e8| -l 0% 1329 | 5.00 6,63
9 | Muara Enim .. 42.89 0.80 305|278 475| 600 159 | 149 | 0.56 0.27 0.83 9.95 11,82
10 | Lahar 43.22 0.27 080 | - 133 292 133 10.38 109 0.27 B
11 | Musi Rawas 844 053] 0.80 1.19 0.36 106 272 0.13 T Tl 9.88
12 | Pagar Alam ) 18.96 027 0B0| 013 82 10|  oB0| - I 259 2.19
13 | Prabumulih i 10.01 0.27 0.56 - ew| - - - 0.13 4.08 470
14 | Lubuk Linggau 7.64 -1 s -1 : . 0.53 - 0.53 - -1 340 2.65
15 | Empat Lawang 1147 | - - - 0.03 -1 0.07 006 - N ]
Jumlah 663.00 15.36 31.97 21.38 95.05 52.73 73.06 44.84 31.99 13.82 49.29 106.39 127.11




E. JENIS PUPUK ORGANIK

. Jumilah Kebutuhan Per bulan (Ton)
No Kabupaten/Kota Alokasi - -
Januarf Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktaber Nopember | Desember
HummﬂummmM 0wl 0 : e ---| -|.|
, o mmw._em ] m___uw_m.mu il T mal e “wml ices e BTTeTS R Emn_ o Hmwa
o wm.._ﬂ:mm__..__ . S s | am| imee| smor| sooas| aeae0 oo o wumwnuu o ko . -
. omm_ﬂ___.q s I oreel a0l masl wsss| ssas| osl MH__S e |\
ml--DE -H ---ahﬂmmclll ......... sl el rase |l seiao | waas| smes| 3mes o mm|m__wm H__mm.._.”__ el
; T HEME R s | el smol esmio] &chm s i .w...”,m_.._.mu.-........_Lu..m.,.m.au|
R B B s anl esl o0 e - R E— - s -
s Tovsam -m_mm|mm.w| el 1030 YT 000 e | s m_ﬂﬂww
; !__._ﬂ._._m..”m m:.3|||| _ --_Lum_h_m. Tl | mel | ammsl el sors Pry - E.Wm_” mﬂu.m |
10 | lahat | 176008 1080 3240 1 sao0| usse|  sao0|  422ss 4455  1080| 18| 28 )
e :mmmc el el wmm T wess| a el swl T e ~Be| soms | aonat
12 | PagarAlam | 7e3| 1080 |  3240|  540| 33453 ‘w320 ma0| 0 | 54.00 -] 40|  10530| 8910
_m-_#wn_._a..__md el el mel AR sl T - |I; e o reeor | 140
o _.,‘H_%msmmmclu S v 1wl e I e e e B B B me,.w.wu.| ..... 108,00
o m:.__lu.mlnl_.mu____._m:m N B B I e e R ARt mum —T -p.,_umm|m-f|mmmmc
Jumlah 27,000.00 625.32 1,302.08 870.75 3,870.77 2,147.20 2,075.39 1,826.17 1,302.75 562.95 | 2,007.45 | 4,332.65 5,176.52




E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
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ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

(Dalam Taon)

Kebutuhan per bulan (Ton)

Kabupaten/Kota Jumlah Alokasi
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E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
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(Dalam Ton)

Kabupaten/Kota

Jumlah Enruu._.

Kebutuhan per bulan (Ton)

Juni

Juli

Desember

1| paembang
2 | s s
3 Banyuasin
4 | oganmr
T -
” m- __ummﬂ_:._mq ..............
7| Ok
g Q.n_._ Selatan
9 | Muara Enim
.| I P — -

i | Empt Laweng

____..E Rawas

Prabumulih

E_Ew :_ﬁmﬂ.._--

mmm

- 0.59

0.28

0.28 |

Jumlah

65.05

151.81

29.43
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ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA (Dalam Ton)
No | Kabupaten/Kota |Jumlah Alokasi Kebutuhan Per bulan (Ton)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember | Desember
1 | Palembang 291 0.47 058 0.34 | 0.22 027 037 0.07 | -1 042 0.03 023 0.20
2~ | Musi Banyuasin 2.58 0.21 035 0.19 0.12 o2t 0.67 0.09 | 0.24 | goz| - 0.21 0.27
3 | Banyuasin 1.20 0.02] 010 0.03 | 0.02 009| 011 0.02 | - - - 0.34 0.47
4 | Ogan Ilir 423 0.10 1.06 0.32 021 0.27 077 0.23 | 035 0.16 0.11 021 044
5 | okl . 246 0.18 0.23 0.15 0.23 | 015 | 0.35 0.11 0.02 0.16 0.40 0.25 0.26
6 | OKU Timur 042 002 0.03 0.16 - 0.10 0.03 -1 - - - 0.3 0.03
7 | okU o 208| 005 03t 0.07 018 015 012 013 005 0.09 | 0.18 0.37 0.38
8 | OKU Selatan . 214 0.05 | 0.29 045| 036|027 0.22 - 0.03 0.03 017 | - 024| 032
9 | Muara Enim i 0.97 - 0.14 - 0.09 | 021 | 0.16 - - 0.07 0.12 010|008
10 | Lahat . . 2.00 004 043 | 0.13 0.31 0.07 0.24 0.10 010 004 0.12 033 | 0.37
11 | MusiRawas 122|005 0.21 0.16 0.23 0.07 021 0.05 - -l ows 0.0 | 0.09
12 | Pagar Alam 039 - 0.02 - 0.08 00| - 002 001 0ot - 010 0.10
13 | Prabumulin . 0.17 | - 0.03 0.02 - 0.02 003 - - - - 0.04 0.03
14 | Lubuk Linggau 0.19 - -] - ~ 0.00 - 0.03 0.01 - - - 007 o008
15 | Empat Lawang 23.02 1.20 3.48 1.71 2.04 154 333 0.86 | 0.80 0.83 1.02 265 3.16
Jumlah 46.00 2,40 6.95 3.42 4.08 3.87 6.65 1.73 1.60 1.66 2.05 T 5.28 6.29




ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
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E. SUB SEKTOR PERTKANAN BUDIDAYA (Dalam Ton)
| No | Kabupaten/ Kota w._.__h...”__”_h_m Kebutuhan Per bulan (Ton)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 | Palembang 12.70 - : - 0.17 0.06 004 0.11 | - - 0.12 3.38 8.83
2 | Musi Banyuasin 228.44 15.82 19.35 19.75 13.99 22,69 11.78 7.62 4,67 9.21 19.60 24.02 59.95
3 | Banyuasin 295,87 4.88 9.55 12.22 12.95 13.17 7.42 5.50 2.17 12.20 17.03 75.19 123.60
4 | Ogan Iir 65,32 0,64 2.20 3.06 2.52 2.72 1.01 1.29 032 0.59 0.97 1130 38.70
5 | oKl . 299.80 15.24 25.77 20.68 25.24 28.32 23.91 8.47 4.61 5,93 27.82 25.79 84.02
6 | OKU Timur 324.51 7.56 16.80 21.62 26.18 30.40 16.33 | 5.22 4.13 9.25 27.89 20.10 139.03
7 | ok 80.32 0.64 2.84 6.33 4.33 5.35 338 | 1.21 0.32 2.52 532 13.83 34.24
8 | OKU Selatan 114.52 3.61 6.60 10.22 13.13 9.31 6.64 3.33 0.83 3.3 7.23 12.48 3791
9 | Muara Enim 116.36 1.35 7.97 6.58 | 7.82 6.99 5.04 3.26 0.99 230 8.23 15.21 50.62
10 | Llahat 80.78 2.36 6.50 6.11 7.07 5.04 5.26 5.02 1.72 343 4.61 10.35 2332
11 | Musi Rawas 120.37 8.76 12.04 13.89 13.62 9.53 7.42 7.40 4.72 7.29 15.46 10,50 972
12 | Pagar Alam 3237 075 3.67 2.98 3.86 2.15 3.34 192 0.86 129 3.16 355 | 4.85
13 | Prabumulin 33.17 0.11 043 3.74 0.75 2,74 0.21 0.11 0.32 1.10 21.56 2.10
14 | Lubuk Linggau 38.42 - 1.82 139 - 0.64 0.70 0.59 0.64 - 0.75 850 23.37
15 | Empat Lawang 33.04 - 0.21 3.54 0.80 0.43 2.00 0.16 0.68 0.54 2.79 5.62 16.26
Jumlah 1,876.00 61.73 115.77 132,11 132.44 139.53 94.48 51.08 26.78 62.10 142.08 261.40 656.53




